
BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN  2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang     (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan  Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir  dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubaban Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protoko1er dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten
Paser.

3. Bupati adalah  Bupati Paser.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD
Kabupaten Paser.

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paser.

7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD Kabupaten Paser.



8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan,
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari-hari.

10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya
sebagai pimpinan dan anggota DPRD.

BAB II
RUANG LINGKUP, JENIS DAN MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN

Pasal 2

(1) Tunjangan diberikan bagi Pimpinan dan atau Anggota DPRD.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Tunjangan Perumahan;
b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
c. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 3

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a,
diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah Jabatan bagi Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji.

(3) Pemberian tunjangan harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang
berlaku.

Pasal 4

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling
banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD pada setiap
bulannya.

Pasal 5

(1) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c,
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.



(2) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan
paling banyak :
a. sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD untuk Ketua

DPRD; dan
b. sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD untuk

Wakil-wakil Ketua DPRD.

(3) Penggunaan Belanja Penunjang berdasarkan pertimbangan kebijakan
pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan
DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Belanja tunjangan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dianggarkan dalam pos
DPRD.

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf c, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

(3) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara.

(4) Besaran uang tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pimpinan DPRD
wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan
dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan laporan hasil
pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja
Penunjang Operasional.

(3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), memuat kegiatan, tujuan, penerima
(masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang
ditandatangani Pimpinan DPRD.

(4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Paser
Nomor 173/Kep-11/2016 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Ketua, Wakil
Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun
Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN  2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NO JENIS TUNJANGAN/BELANJA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

BESARAN
(Rp) KETERANGAN

I Tunjangan Perumahan

1. Ketua DPRD
2. Wakil Ketua DPRD
3. Anggota DPRD

14.500.000
14.000.000
13.500.000

Per bulan
Per bulan
Per bulan

II Tunjangan Komunikasi Intensif

1. Ketua DPRD
2. Wakil Ketua DPRD
3. Anggota DPRD

6.300.000
6.300.000
6.300.000

Per bulan
Per bulan
Per bulan

III Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

1. Ketua DPRD
2. Wakil Ketua DPRD

12.600.000
6.720.000

Per bulan
Per bulan

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



SALINAN

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 5 TAHUN 2017

PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER


